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Pasal 73 

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 62 sampai Pasal 71 dilakukan oleh korporasi, 
tuntutan dan penjatuhan pidana penjara dan pidana 

denda dikenakan terhadap pemilik dan/atau 
pengurusnya. 

(2) Pidana denda yang dijatuhkan terhadap korporasi, 

diberlakukan dengan ketentuan pemberatan 3 (tiga) kali 
dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

62 sampai Pasal 71. 

(3) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 
pidana tambahan berupa: 

a. pencabutan izin usaha; dan/atau 

b. pencabutan status badan hukum. 

 

BAB XI 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 74 

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua 

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai 
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dinyatakan masih 

tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan 
dalam Undang-Undang ini. 

 

Pasal 75 

Peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang ini ditetapkan 

paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini 
diundangkan. 

 

Pasal 76 

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

 

 

Agar … 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

 

 
Disahkan di Jakarta 

pada tanggal 17 September 2014  

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
   

                       ttd.  
 
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

 
Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 17 September 2014   

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
       REPUBLIK INDONESIA, 

   
                             ttd. 
 

          AMIR SYAMSUDIN 
 

 
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 216       

 

 
 

 
 


